
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 44 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SE TA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
PADA INAS SO SIAL, PENGENDALlAN PENDUDUK, KELUARGA BE RENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Menim ang 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa u ntuk melaksanakan ketentua n Pasal 9 4 ayat (3) 
Pera an Bu i Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 202 1 ten tang 

Kedudukan, Susu n an Orga n i si, Tugas dan Fungsi Perangkat 

aerah , perl en etapkan Peraturan Bu p a ti ten tang 

Pemb uk , S sunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata KeIja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempu an dan An ak p ada Dinas So sial, Pe gendalian 
Pen dud k , Ke uarga Berencana, Pemberdaya a n Perempuan 
dan Per 'n du n gan An ak; 

1. Unda g-Un dang Nom or 14 Tahun 19 50 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabup a ten 

tentang 

Dalam 
Lingku n gan Propinsi Djawa Bara t (Be rita Negara Republik 
Ind n es ia Tahu n 1950), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahu n 1968 tentang 

mben ukan Kabu paten Purwa karta dan Kabupaten 

Subang dengan Men gubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah -Daerah 
Kabupaten Dal m Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

In donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
3 . Perat ra..Tl Pemerinta h Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pe g aerah (Lembaran Negara Re ublik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lem baran Negara 

Repu b ik In dones'a Nomor 5887) seba gaim ana t . ah diubah 

dengan Peratur n Pemerintah Nomor 72 h u n 2019 

tentang Peru bah an atas Peraturan Pemerintah m 18 
Tahun 2016 ten ta n g Perangkat Daerah (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tah u n 2019 Nomor 187 a rn bahan 
Lembaran Negar Republik Indonesi Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 0 or 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Prod k Hukum 

Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tasikm aya Tahun 

2 0 16 0 or 1); 
ran D erah Ka aten asikm No or 3 Tahun 

016 e tang Urusan Pemeri ahan yang menjadi 
~ewenangan enl e i~ ahan up a ikmalaya 

(Lemb Daerah Kabu aten Tasikm alaya Ta h n 2016 

No or 3); 

6. Pe atu ran Ka upa n Tasikmalay omor 7 
20 16 ten tan Pem en uk an Su unan Perangkat 

Da erah a u p at n T sikmalaya 
Ta hu omor 7) seb gaimana te ah . bah beberapa 

k ali, erak ' de gan P ratur n Daerah Kabupaten 

Ta ikm ala a N m r 3 a h u n 202 1 tenta ng Perubahan 

edu a ta s Peraturan Daerah Ka upa en Tasikmalaya 

Nom r 7 Tahun 201 te tang Pembe tukan dan Susunan 
Pera gkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalay Ta un 202 1 Nomor 3); 
7. Peraturan Bup ti Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119); 
8 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 

tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 55) ; 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, 

KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK. 

BAB I 

KETENT AN UMUM 

1 

Dalam raturan Bupati ini yang ' d dengan: 
1. D' er adalah Daerah Kabupaten Ta ikmalaya. 

2. Bu ati a alah Bupati Tasikmalaya. 

3. Dina s adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarg Berencana, 

Pem berdaya Perempuc: n an Perlindung Anak Kabu paten Tasikm alaya. 

4. Kepa la adalah Kepala Dinas osial, Pengendalian Pendu u k , Keluarga 
Berenca na, P dayaan ere pua dan ungan ak Kabupaten 
Tasi . a . 

5. Unit Pe aksana eknis aerah Perlindun Per puan an A ak yang 

sel j t isebut UPrD a a a J.it P k nis Daerah 

Perli dungan Perempu n dan Anak pada Dinas S sial, Pe . gendalian 

Pen u uk, Keluarga er nc' na, P m berdaya an erempuan dan Perlindungan 

Anak Ka u a 'en 'as ikmalay . 
6. Kepala Un't Pel s ana ekn 's Da rah yan se j t . a dise ut Ke ala UPTD 

adal pal Un' t 1 a D ra h erem puan dan 
Anak a a Pen uduk, Kelu ga Berencana, 

Pember yaan er m pu a Pe lin ak Ka upate T sikmalaya. 

7. Kelompok Ja tan Fungsional adalah J batan egaw i Negeri Sipil yang 

melaksanaka tugas, tanggung jawab, wewenang dan ha yang didasarkan 
pada keahlian dan I ata ket rampilan terte tu yang bers ' at mandiri. 

BI 

PEM E TUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 
Kelas A pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya. 
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BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan un sur 
pelaksana tekn· 0 erasional Dinas dalam memberikan pelayanan terhadap 
perempuan an f dakan kekerasan di Kabupat n Tasikmalaya. 

(2) UPTD P s bagaima n a dimaksud pada ayat (1) dipimpin 0 h orang Kepala 

UPT ya g berada d i awah dan be -tanggung jawab kepada K a l . 

Bagian Kedua 
gas 

Pasal4 

UPTD PPA sebagaimana dimaksud al m Pasal 3 ayat (1) me u ny i tugas 
melaks a kan s ba gian tugas Dinas di lapangan dalam em berikan p layanan 
cepat, tep t dan terpadu terhadap p rempuan an anak tindakan 
kekerasa n. 

Dalam I elaksanakan tug s seb 
mempunyai fu gsi: 

agian Keti 

u 

asal5 

aksu a lam P- sal 4 , UPTD PPA 

a. pelaksanaan e g tu as 1 a d alam elayanan terh a p pere puan dan 
anak k rb n tindakan . e era an; 

b. pelaksa a a urus kes k etariat UPTD PPA; 

c. pelaksana' n k o rdi a s · d ngan in as dan lembaga 1 in da am pelayanan 
terhadap pe mpuan dan anak k a ·n daka n k kerasan; d 

d . pelaksanaan fu gsi la·n ya g diberikan oleh Kepala. 

AB IV 

SUSUNAN ORGAN SAS DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas: 
a. Kepala UPTD; 

b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran. 
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Bagian Kedua 
Kepegawaian 

Paragraf 1 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 7 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat 
dan diberhentik h B . ata suI Ke ala . 

(2) Pejabat pelaksa / t gsional di . ku gan UPTD PPA 

diangka dan d iberhe tikan oleh pejabat yang berwenan SU81 dengan 
perat ran perundang- ndangan. 

(3) Kete t-llan lain mengenai kepeg waIan diatur sesual dengan per turan 
p rundang-unda gan. 

Paragraf 2 
E elon 

Pas 18 

(1) Kep a UPT eba aimana dim su d dalam Pasal 6 ayat 1) huruf a 
me paka ja a truktural e elon I .a . 

(2) Kep a bagian e a g Ima a 

hunlf merupaka n jabat struktu ral eselon I 

ABV 
RI C A T AS UNIT 

Bagian esatu 
K a la UPT 

asal9 

k sud UCUCUH Pasal ayat (I) 

(1) Kepala UPTD se agaimana dimaks d dalam Pasal 6 huruf a m mpunyai tugas 
pokok mela sanakan engenda ia an pengawasan se u ru kegiatan tugas 
dan fungsi UPT PPA di pangan · alam m e berikan pe ayanan cepat, tepat 
dan terpadu terhada perem uan an anak orban tindakan kekerasan dalam 
rangka pemberdayaan p mp an an e indungan anak yang rentan 

terhadap tindak kekerasan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. melaksanakan penyediaan informasi yang diperlukan dalam upaya 

pemulihan perempuan dan anak yang yang berbasis gender; 
b. melaksanakan penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan 

dan anak korban kekerasan; 
c. melaksanakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan 

konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 
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d. melaksanakan fasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan; 

e. melaksanakan mediasi dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak 

korbankekerasan; 
f. melaksanakan pemulangan dan reintegrasi so sial bagi perempuan dan 

anak korban kekerasan; 
g . melaksanakan kesekretariatan pada UfYI'D PPA; 

h. melaksanaka en elolaan keuangan UfYI'D PPA; 

1. melaks ak a u s Ian kebutuhan dan pe liharaan sarana 

dan ra sa rana UfYI'D PPA; 

J. m e aksanaka ko rdinasi dan k 1] a ma dengan unit kerja ter ait; 
k. me aksanakan evaluasi dan pe aporan hasil pelaksanaan tuga U D PPA; 

an 
1. elaksanakan tugas kedina an a in nya. 

Bagi n Kedua 
ubbagic n Tata Us ha 

a s a l 

(1) Sub a 'an a aha se a g ' an 

mem pu al gas okok 

men 0 r inasika, meng n alik 
kep aw ' enYl unan progra 
keuc gan di lin kung U D PPA. 

dim 
akan 

an pe yus 

alam 
pela 

6 huruf b 
dministratif, 

pe gelolaan 

J.'-=U~.1. da laporan 

(2) Dalarn rnenye1enggara ka n tugas pokok, S 
dima sud pa a aya t (1) mem u nyai r incia . 

bba gian Tata Usaha sebagaimana 
tugas me Ii 

a . m nyu re ana erj UfYI' P A; 
b. m laks m t ga dan pe Ie gkapan di 

ling 
c. melaks 

PPA; 

engel laan ad i is trasi k pega al di lin kungan UfYI'D 

d. melaksan' kan engelolaan administra i keu angan UPTD PPA; 

e. melaksanakan peng lola n administrasi mum dan ketatalaksanaan 

UfYI'D PPA; 

f. melaksanakan pembinaan etat usa an, kearsipan dan kepegawaian di 

lingkungan UfYI'D PPA; 

g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan 
kearsipan; 

h. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan 

belanja UfYI'D PPA; 

1. melaksanakan pencatatan dan penyirnpanan aset dan perlengkapan UfYI'D 

PPA; 

J . melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran 
pendapatan dan belanja UfYI'D PPA; 
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k. melaksanakan penYlapan bahan reneana usulan kebutuhan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD PPA; 

1. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; 
m. melaksanakan koordinasi dengan unit keIja terkait di lingkungan UPTD 

PPA;dan 
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

AT KE J 

Pasal 11 

(1) Kala UPTD seeara teknis operasi nal dan administratif berada i bawah dan 
ber tanggung jawab k ada Kepala. 

(2) pegaw . di lingkungan U D PPA baik teknis operasional m a upun 

tek i adm·nistratif berada di bawah dan rtanggung jawab kep _ da Kepala 

UPTD. 

(3) Dalam melaksanakan tuga 
dan pe· a t fungsion 
integrasi, sm onlsaSl 
hor· 0 ta . 

setiap pegawai b ·k pejabat struktural, p laksana 
harus m eneg k prinsip-prinsip k ordinasi, 

an sim Ii 1 as· aik seear vertik maupun 

(4) Kep la UPT s mem erik la oran g pelaksa a n tugasnya 
seeara t tur, j la s dan t waktunya epada t san. 

(5) Seti p unsur egaw 
mematuhi p t njuk d 
menya ·ka lora 

(6) Setia 

dan 

ap ran d 

di ling n gan UPTD PPA h s me gikuti dan 
ng Jawa k ,pada Kepala UPTD serta 

epat ad w ktunya. 

ah n ya g ·teri a oleh Ke ala U D, wajib diolah 

ahan un k enyusun lr . oran e ih lanjut dan 
menya paikan aw an. 

(7) Jenis dan t ta car penyampaian lapo se agaIm a dimaksud pada ayat 
(4), ayat (5 d ayat 6) esu i ketentuan peraturan pe an -undangan. 

BABVI 

KELO POK ABATA FUNGS ONAL 

Pasal1 2 

(1) Pada UPTD PPA dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 
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BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikrnalaya 
Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 
dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera turan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan d' Singaparna 
pada tanggal 11 Januari 2e22-

Y'".lJNH~&J ZEN - ---

Ditetapkan di Singaparn a 
pada tanggal 311 JanU01.1!j,L 2~22 

RAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 44. 



LAMPIRAN 

NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
44 TARUN 2 22 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA 
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN 
PERLINDUNGAN ANAK. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN D AN ANAK 
PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN TASlKAMALAYA 

KEPALA UPTD 

r···················································· ................................ : I 
I I i~i!.Bt~~~ I 

~--------------~ 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 
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